BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1415, 2013

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.
Standar Operasional Prosedur. Pelaksanaan.
Pengawasan.

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG

PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

a.

1.

bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi,
telah ditetapkan 8 (delapan) area perubahan yang
salah satunya adalah penataan tata laksana dengan
tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
proses penyelenggaraan pemerintahan, telah disusun
standar operasional prosedur Kementerian Komunikasi
dan Informatika;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Komunikasi dan Informatika tentang
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Kementerian Komunikasi dan Informatika,;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
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Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55
Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
Republik Indonesia;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Eselon | Kementerian Negara Republik
Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun
2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon | Kementerian
Negara Republik Indonesia,;

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
12/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan
Informatika;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
12 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
di lingkungan Kementerian = Komunikasi dan
Informatika;
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